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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Drs. EKO SUBOWO, MBA

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran

perjanjian ini, untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam upaya percepatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua

DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Drs. EKO SUBOWO. MBA
PEMBINA UTAMA

NtP. 19600321 198103 1 002

Pihak Pertama

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSIRIAU,

NIP



PERIAN]IAN KINERIA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat lenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun Anggaran : 2019

Program/ Kegiatan
Anggaran (RP)

Bina Administrasi Kewitayahan

I Kegiatan Dekonsentrasi pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah : 250.000.000

Total Anggaran : 250.000.000

PIHAK KEDUA

DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWIIIYAHAN,

Drs. EKO SUBOWO. MBA
PEMBINA UTAMA

NtP. 19600321 198103 1002

Jakarta, Februari 2019

PIHAK PERTAMA

KEPAIA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

PROVINST RIAU,

NIP

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1 Peningkatan pembinaan
kawasan khusus, pertanahan,
perkotaan dan batas negara
serta pulau-pulau kecil terluar
yang dikembangkan

Tersusunnya laporan Dekonsentrasi
pelaksanaan kerjasama perbatasan negara

di daerah

3 Laporan

- Lap. SAI

- Lap. Aplikasi E-Monev

Bappenas

- Lap. Aplikasi E-Monev
Anggaran Kemenkeu


